BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 5QTAHUN 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Program

1,

Bantuan Sosial Penyandang ' Disabilitas di Kabupaten
Gorontalo, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan
Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran: Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
199 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);



3. Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang = Nomor 11 Tahﬁn 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on The Right of Persons with Disabilities
(Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5571);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5066);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

%/ Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang
Disabilitas (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar
Negara 4578},
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

11.

12.

13.

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,(Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah untuk kgdua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Pertutan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun

2006 tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri
E); |

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 05 Tahun

Memperhatikan:

2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran
2017,

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005
tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati
serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis
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Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007
(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2017.

' %j BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas
adalah sesorang yang mengalami Keterbatasan fisik, Mental,

Intelektual sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam
kehidupannya sehari-hari.

BAB I
PEDOMAN PELAKSANAAN
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Peraturan Bupati ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan

Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
Tahun Anggaran 2017.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 O6\ober 36\7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

IJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR B0

MUH. RAHMAT BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : BY TAHUN 2017
TANGGAL : § OWToRGn ")—el7

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI .
SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT) DAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka proses rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang
disabilitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI melakukan pemberian
bantuan bagi penyandang disabilitas yang salah satunya dalam bentuk
pemberian bantuan sosial berupa barang untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan dasar penyandang disabilitas

Pemberian bantuan sosial adalah upaya pemberian pertolongan
berupa barang kepada penyandang disahilitas, agar yang bersangkutan
mampu mempertahankan hidupnya, melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar serta terlindunginya dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Petunjuk teknis ini menguraikan proses pelaksanaan penyaluran

bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berupa barang yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah Perubahan tahun
anggran 2017. '

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan
pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas berupa barang
dan bahan makanan pokok untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
dasar Peyandang disabilitas.

2. Tujuan

Pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk
meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang berimbas pada
peningkatan kesejahteraan hidup penyandang disabilitas.
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C. SASARAN
Sasaran program bantuan sosial bagi penyandang disabilitas adalah

orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik.

D. PENGERTIAN
1. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual atau sensorik dalam jamgka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif
berdasarkan kesamaan hak

2. Keluarga penyandang disabilitas adalah orang tua/wali yang memiliki,
merawat, dan mengurus penyandang disabilitas yang sehari-hari

mengalami hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar,

pengasuhan dan perawatan, pengembangan kapasitas, serta pemenuhan

kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

3. Resiko Sosial adalah ancaman Penurunun Kesejahteraan Sosial seseorang,
kelnarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena mengalami guncangan
dan kerentanan sosial yang meliputi siklus hidup, lingkungan, ekonomi

dan sosial sehingga menjadi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

A. KRITERIA PENERIMA

1. Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik
dalam jangka waktu lama.

B.PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tahun
anggaran 2017 terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Verifikasi dan Penetapan Calon Penerima
a. Verifikasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
b. Petugas memverifikasi layak atau tidak layak Penyandang Disablitas

calon penerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.




c. Dalam pelaksanaan verifikasi, petugas mengisi format instrumen yang
telah disiapkan.

d. Hasil seleksi dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Penerima
Bantuan yang diketahui dan disetujui oleh wunsur aparat
kelurahan/desa;

e. Dalam melaksanakan tugasnya petugas bertanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gorontalo
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Cq. Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo. '

f. Hasil verifikasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gorontalo tentang
Penetapan Penerima Program Bantuan sosial bagi penyandang
disabilitas Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;

g. Kepada petugas diberikan biaya jasa Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu
rupiah) per klien.

2. Tahap Pengadaan Bantuan

a. Jenis Bantuan berupa barang berdasarkan Proposal/Permohonan yang
diajukan oleh calon penerima yang diketahui oleh Desa/Kelurahan.

b. Bantuan yang akan diadakan dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

c. Jenis Bantuan Sosial berupa barang yang sudah dikelompokan
digunakan sebagai dasar pengadaan Barang.

d. Secara teknis pengadaan barang bantuan sosial bagi Penyandang
disabilitas mengacu pada ketentuan yang mengatur pengadaan
barang/jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya
serta Plafon anggaran yang tercantum pada DPA Perubahan Dinas
Sosial Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2017.

3. Tahap Penyaluran Bantuan

a. Penyaluran Bantuan dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten
Gorontalo dan diserahkan langsung kepada klien penyandang
disabilitas yang telah ditetapkan.

b. Apabila terdapat klien penyandang disabi’litas yang meninggal dunia,
maka dibuatkan surat keterangan pergantian yang ditanda tangani oleh
unsur aparat kelurahan/desa.

c. Penerima pengganti merupakan penyandang disabilitas yang termasuk
dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT) TNP2K Tahun 2015 ataupun
dari data lainnya yang diusulkan oleh Desa, Kecamatan atau yayasan
sepanjang pengganti adalah kategori penyandang Disabilitas.
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d. Penyaluran Bantuan dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten.
Gorontalo dan diserahkan langsung kepada klien penyandang
disabilitas yang telah ditetapkan.

e. Jenis bantuan untuk Program penyandang disabilitas disesuaikan
dengan program penyandang disabilitas yang dilaksanakan Tahun
Anggaran 2017.

4. Tahap Monitoring
a. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.

b. Monitoring dilaksanakan dalam 1 (satu) mingggu setelah bantuan
diserahkan.

C.PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Perubahan SKPD
Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2017.

D.HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. Acuan utama dalam pénetapan sasaran adalah Basis Data Terpadu (BDT)
TNP2K Tahun 2015 atau data lainnya yang diusulkan oleh Desa,
Kecamatan atau yayasan sepanjang pengganti adalah kategori
penyandang Disabilitas
2. Menyusun rencana operasional dan pelaksanaan Kkegiatan dengan

memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia.

3. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan pemetaan sasaran dan
target/volume yang telah ditetapkan, dengan didukung oleh administrasi
yang baik dan hasil secara teknis dan fungsional dapat dipertanggung
jawabkan.

Menetapkan sasaran dan lokasi kriteria

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal dan periodik agar
target fisik dan keuangan serta hasil kegiatan yang didukung indikator
yang jelas dapat etrcapai dan hambatan yang terjadi bisa terselesaikan.

6. Menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Gorontalo cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Jl. Achmad A.

/© Wahab Nomor 66 Limboto.

7. Hal-hal yang belum jelas atau belum termuat dalam petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan ini dapat dikonsultasikan kepada Bidang Pelayanan

Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Jl. Achmad A.
Wahab Nomor 66 Limboto.
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BAB III
PENUTUP

Implementasi Program Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas
diharapkan berjalan optimal sehingga tujuan program untuk membantu
para penyandang disabilitas mempertahankan tingkat kesejahteraan
sosialnya dapat tercapai. Program bantuan ini dapat dilaksanakan dengan
baik apabila adanya komitmen yang kuat, pemahaman yang sama,
kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak. Untuk itu kepada
semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program, baik pada
tingkat kabupaten dan desa/kelurahan serta masyarakat selaku penerima

program pelayanan sosial agar memahami sekaligus melaksanakannya

-
secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan sosial bagi
penyandang disabilitas Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan harapan
agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MI

sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

MUK. RAHMAT BULOTO, SH.
NIP. 19700805 199903 1 006




PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS SOSIAL

Alamat JI. Achmad A. Wahab No. 66 Telp. (0435) 881395
Limboto

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Gorontalo

Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Tanggal : 9 Oktober 2017

Nomor . 800/Dinsos-Rehsos/83/2017

Lampiran : 1 (satu) eksp.

Perihal : Persetujuan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun
Anggaran 2017.

I. PERSOALAN

1. Kesejahteraan adalah hak seluruh warga indonesia, tanpa kecuali termasuk
penyandang disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan merupakan tanggung
jawab bersama, pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan
amanat undang-undang, yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan
vang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan perlindungan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor II Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Sehubungan dengan hal tersebut, maka
pemerintah dan masyarakat bahu membahu melakukan upaya bersama untuk
membantu penyandang disabilitas, khususnya dalam menyelenggarakan
rehabilitasi sosial.

2. Bahwa berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 di Kabupaten

Gorontalo terdata Disabilitas yang ada di Kabupaten Gorontalo sejumlah 1.647
jiwa.

II. PRA ANGGAPAN
1. Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017
antara lain telah memprogramkan Kegiatan Bantuan sosial bagi Penyandang
Disabilitas Tahun Anggaran 2017 merupakan program pemberian jaminan hidup
/o bagi Disabilitas yang bertujuan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar.



2. Bahwa untuk tertib administrasi dan terarahnya pelaksanaan kegiatan, maka

dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Tahun Anggara 2017.

ITI. ANALISIS

Perlunya Pedoman Pelaksanaan yang mengatur tentang teknis dan tata cara
pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan pada pelaksanaan Program Bantuan
Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun Anggara 2017.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pedoman
Pelaksanaan merupakan dasar pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas Tahun Anggara 2017 dalam melaksanakan program
pelayanian pendayagunanaan para Disabilitas Kabupaten Gorontalo.

V. SARAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya untuk memperoleh
penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo (Naskah Surat Keputusan terlampir).

Demikian atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS, ’L\
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AFWAN T. BANO, M.Pd.I
NIP. 19681130 199603 1 003




